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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

SEKTOR KESEHATAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, 

pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha 

dilakukan melalui lembaga online single submission; 

b. bahwa untuk melaksanakan penerbitan perizinan 

berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

diperlukan pengaturan mengenai penerbitan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik pada sektor 

kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penerbitan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor 

Kesehatan; 

 

Mengingat :   1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERBITAN 

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 

ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 
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lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku 

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

2. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

koordinasi penanaman modal. 

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan.  

 

Pasal 2 

(1) Perizinan berusaha sektor kesehatan di lingkungan 

Kementerian Kesehatan merupakan perizinan berusaha 

yang menjadi kewenangan Menteri. 

(2) Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha 

sektor kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara terintegrasi melalui sistem OSS. 

(3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan gerbang (gateway) dari sistem pelayanan 

perizinan berusaha yang telah ada pada Kementerian 

Kesehatan. 

(4) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola 

oleh BKPM selaku Lembaga Pengelola dan Penyelenggara 

OSS. 

 

Pasal 3  

(1) BKPM selaku Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS 

dalam menerbitkan perizinan berusaha sektor kesehatan 

di lingkungan Kementerian Kesehatan bertindak untuk 

dan atas nama Menteri. 

(2) BKPM menerbitkan perizinan berusaha setelah mendapat 

notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari 

Kementerian Kesehatan. 

(3) Perizinan berusaha sektor kesehatan di lingkungan 

Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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